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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan hidayah-Nya, Tim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta pada Pengadilan Agama Jakarta Barat telah dapat melaksanakan tugas
yang diamanatkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sesuai dengan
rencana. Shalawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung
memiliki kewenangan dan tugas pokok antara lain melakukan pengawasan pada
Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah hukumnya.

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor
2180/KPTAW9-A/ST.PW1.1/X/2024 tanggal 22 Oktober 2023, menunjuk Tim
Pengawas Daerah Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang terdiri dari 3 (tiga) hakim
Tinggi, 1 (satu) Panitera Pengganti dan 1 (satu) staf, berbagi tugas sehingga waktu
yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien. Pemeriksaan dilaksanakan selama
3 (tiga) hari kerja yaitu dari tanggal 5 s.d. 7 November 2023.

Laporan ini dibuat dan disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh tim yang
ditunjuk.

Diakhir tugas Pengawasan, unsur pimpinan Pengadilan Agama Jakarta
Barat menandatangani kontrak kinerja, sebagai suatu pernyataan kesanggupan
seluruh jajaran Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memperbaiki dan
menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan kekeliruan-kekeliruan dalam
menjalankan tugas dan fungsi.

Demikian dan terima kasih.
Jakarta, 7 November 2024

Ketua Tim

Drs. H. ahmud HD, M.H.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung RI;

3. Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses
Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana;

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan
Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan
dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di bawahnya,;

8. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

9. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

10.Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 5 Tahun 1993 Tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat
Kepaniteraan Pengadilan;

11.Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
Pemungutan Biaya Perkara;

12.Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;,

13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku | dan Buku
Il (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian
Administrasi; _

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga
Peradilan;

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007
Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
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16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 2-144/KMA/SK/VIIN2022
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan;

18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung . jawaban Belanja Negara di
Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;

19.Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Nomor
2180/KPTA.W9-A/ST.PW1.1/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024 tentang
Penugasan Tim Pengawas pada Pengadilan Agama Jakarta Barat;

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Manajemen Peradilan

Administrasi Perkara

Administrasi Persidangan

Administrasi Kesekretariatan

Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

moomw:

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

1. Untuk menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara baik dan

benar,

Meningkatkan kinerja Pelayanan Pubilik;

Menjaga terwujudnya tertib administrasi Peradilan dan Administrasi

Persidangan;

4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum (persuratan, kepegawaian
dan perpustakaan);

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dan
Barang Milik Negara (BMN);

w N

D. METODOLOGI PENGAWASAN

Pemeriksaan dokumen;

Melakukan Wawancara;

Melakukan Konfirmasi;

Melakukan Observasi;

Melakukan pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik;

S P B0 R 5

E. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal
31 Desember 2024 bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Pengawasan
dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan
publik.
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F. SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAERAH

Pengawasan dilakukan oleh Hakim Pengawas Daerah dengan susunan Tim
sebagai berikut:

1 Nama : Drs. H. Mahmud HD, M.H.
NIP . 196012041990031004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan/Tugas . Hakim Tinggi (Ketua Tim)
Unit Kerja . Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
2 Nama . Drs. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.
NIP . 196307061989031006
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama (I\V/e)
Jabatan/Tugas . Hakim Tinggi (Anggota)
Unit Kerja . Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
3  Nama : Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.
NIP : 196409041985031003
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan/Tugas . Hakim Tinggi (Anggota)
Unit Kerja . Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
4 Nama . Slamet Riyanto,S.H.,M.M.
NIP © 19631218 198303 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama (IV/b)
Jabatan/Tugas : Panitera Pengganti
Unit Kerja . Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
5 Nama - Yulita Fitri Hartaty, S.E
NIP © 198307222009042007
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat | (llli/d)
Jabatan/Tugas . Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan
Teknologi Informasi
Unit Kerja :  Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
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BAB Il
HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN

Sebagaimana disebutkan pada bagian diatas ruang lingkup
pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, adalah Pemeriksaan : Manajemen Peradilan,
Administrasi Persidangan, Administrasi Perkara, Administrasi Umum dan Kinerja
dan Pelayanan Publik, maka laporan yang disampaikan pada bagian ini disusun
berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan tersebut.

Ruang lingkup pengawasan/pemeriksaan ini terasa belum dapat
mencakup semua lingkup Tupoksi yang ada pada Pengadilan Agama
Jakarta Barat, namun karena Surat Keputusan Tugas Pengawasan pada
Pengadilan Agama Jakarta Barat telah ditetapkan pula bidang-bidang yang
menjadi tugas masing-masing pengawas, maka pengawas melaksanakan
tugasnya.

Bentuk penyajian laporan hasil pengawasan disampaikan dengan
menampilkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh masing-masing pemeriksa yang

menjadi tugas pengawasannya.

Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

A. MANAJEMEN PERADILAN

1. Kondisi
Struktur organisasi yang ada belum mencerminkan pengendalian internal

yang baik

Kriteria
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Rl Nomor 003.a/DJA/SK/1/2015 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi Melalui Website di Lingkungan Peradilan
Agama.
2. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

Sebab

2 (dua) orang hakim yang telah mutasi belum dihapus dan seorang hakim
yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Barat belum dimasukkan.
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Akibat
Papan struktur organisasi tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya

Rekomendasi
Data Papan struktur organisasi yang ditempel di dinding maupun yang ada

di WEB agar segera diupdate

. Kondisi

Notulen belum menjelaskan secara rinci isi rapat (bukan berupa pointer).
Kriteria

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 145/KMA/
SK/NII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku
IV tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-

badan peradilan;
2. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab

Pengawasan dan Pembinaan, hal. 53

Sebab
Pembuatan notulen hanya merupakan pointer yang dibuat secara umum

Akibat
Notulen tidak menggambarkan secara lengkap dan menyeluruh hal-hal

yang dibahas dalam rapat

Rekomendasi
Pimpinan Pengadilan agar memberikan arahan dan pelatihan terus

menerus kepada para notulen untuk memaksimalkan hasil kerja

. Kondisi

Notulen belum copas dari notulen sebelumnya

Kriteria
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 145/KMA/
SK/NVH/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku
IV tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-

badan peradilan;
2. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab

Pengawasan dan Pembinaan, hal. 53

Sebab
Pedoman / petunjuk pelaksanaan petugas tidak jelas
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Akibat
Notulen tidak menjangkau hasil persidangan sebelumnya, sehingga

kesulitan dalam menindak lanjuti hasil rapat

Rekomendasi
agar dilakukan pembinaan dan kedepannya agar lebih diperhatikan lagi.

B. ADMINISTRASI PERKARA

1.

Kondisi

Jika Penggugat/Pemohon belum hadir pada saat pembacaan putusan
dan terdapat sisa panjar biaya biaya perkara setelah diperhitungkan
biaya pemberitahuan amar putusan, Pengadilan belum wajib
memberitahukan pengambilan sisa panjar biaya perkra yang
dikirimkan paling lambat tiga hari kerja setelah pembacaan putusan.

Kriteria

pasal 182 ayat 5 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Sisa panjar
biaya perkara harus dikembalikan kepada pihak yang berperkara, dan
pemberitahunan tentang pengembalian tersebut harus dilakukan
paling lambat 3 hari setelah putusan dibacakan.

Sebab
pendataan sisa panjar biaya perkara yang belum diambil dilakukan

pada setiap akhir bulan untuk diberitahukan kepada pihak melalui
surat pos dan diumumkan di website PA JB

Akibat
pemberitahuan PSP melebihi waktu yang ditetapkan ( lebih dari 3

hari)

Rekomendasi
Diadakan pembinaan agar pemberitahuan pengembalian sisa panjar
biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Kondisi
Arsip berkas perkara yang sudah belum aktif belum dipindahkan

pengelolaannya pada Panitera Muda Hukum
Kriteria
1. Pasal 121 ayat (4) HIR/145 ayat (4) RBG

2. Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 1989.
3. SK KMA No. KMA 01/SK//1991, tentang Pola Bindalmin
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4. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku Il Edisi 2013) Angka
I, huruf A, angka 9

Sebab
1. Perkara no.955/Pdt.G/2024/PA.JB, yg diputus tanggal 31-10-2024

dan diminutasi tanggat 31-10-2024, hingga tanggal 5-11-2024 (5
hari) berkas belum dijahit dan atau disegel.

2. Perkara no.1869/Pdt.G/2024/PA.JB, yg diputus tanggal 24-10-
2024 dan diminutasi tanggal 24-10-2024 hingga tanggal 5-11-
2024 (12 hari) berkas belum dijahit dan atau disegel.

3. perkara no.1993/Pdt.G/2024/PA.JB, yg diputus tanggal 29-10-
2024 dan diminutasi tanggal 29-10-2024 hingga tanggal 5-11-
2024 (7 hari) berkas belum dijahit dan atau segel.

Penyebabnya ' :
Dalam rangka Alih Media, berkas perkara yang akan diarsipkan
perlu discan terlebih dulu dan membutuhkan yang cukup untuk itu.

Akibat
Tidaknya terpenuhi One Day Minute (ODM) dalam pengarsipan

perkara.

Rekomedasi
Agar dibuatkan SOP yang menjadi acuan kerja dalam pengarsipan

perkara.

. Kondisi

Panitera Muda Hukum belum bertanggung jawab terhadap proses
dan hasil sinkronisasi data SIPP. '

Kriteria
SK Dirjend Badilag No 056/DJA/HK.05/SK//2020 Bab VI Huruf D

Angka 2

Sebab _
belum ada DDTK tentang sinkronisasi data SIPP

Akibat
Proses dan hasil sinkronisasi SIPP dilaksanakan oleh Panitera,

bukan oleh panmud hukum
Rekomendasi

agar pimpinan mengadakan DDTK data SIPP kepada panmud dan
sdm yang dapat membantu tugas tersebut.
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3. Kondisi

Penyelesaian perkara Cerai Gugat belum sesuai ketentuan yang'
berlaku

Kriteria
Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 tahun 1989

Sebab
kurang memahami perintah undang-undang yang mengharuskan

pengiriman salinan putusan

Akibat
tidak terlaksana maksud ketentuan pengiriman salinan putusan

Rekomendasi
Agar pimpinan mengadakan sosialisasi UU Nomor 7 tahun 1989

terutama berkaitan dengan pasal 84 tentang pengiriman salinan
putusan.

Kondisi
Penyelesaian perkara Cerai Gugat belum sesuai ketentuan yang

berlaku

Kriteria
Pasal 72 jo. Pasal 71, jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Peradilan

Agama

Sebab
kurang memahami perintah pengiriman salinan putusan di dalam

pasal 84 UU nomor 7 tahun 1989

Akibat
tidak terlaksanakan tugas tugas dengan sempurna

Rekomendasi
agar pimpinan mengadakan sosialisasi kembali tentang pengiriman
salinan putusan di dalam UU nomor 7 tahun 1989

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1.

Kondisi
Pemanggilan para pihak belum sesuai dengan ketentuan yang

beriaku

Kriteria
Angka 7 huruf (f) SEMA Nomor 6 tahun 2014.
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Sebab
kurang koordinasinya petugas (jurusita/jurusita pengganti) dengan
koordinator panggilan.

Akibat
Tidak tertibnya relaas panggilan apabila diminutasi.

Rekomendasi
Segera ditindaklanjuti dengan monev, agar tidak terjadi lagi
kekeliruan dalam hal panggilan.

. Kondisi

Pelaksanaan persidangan belum sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

Kriteria
Sema Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat)
Lingkungan Peradilan

Sebab
Perencanaan jadwal persidangan tidak terencana dengan target

waktu yang akan ditentukan.

Akibat
Tidak terakomodirnya azas hukum acara perdata, yaitu azas
sederhana, cepat dan biaya ringan, dan

meninggalkan sisa perkara dalam laporan bulanan, triwulanan dst.

Rekomendasi
Agar ditindaklanjuti dan selalu disosialisasikan tentang SEMA Nomor
2 Tahun 2014, oleh Wakil Ketua sebagai koordinator pembinaan dan

pengawasan.

. Kondisi
Pelaksanaan persidangan belum sesuai dengan ketentuan yang

berlaku

Kriteria

1. KMA 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 jo. Keputusan Kamar
Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013
tentang Buku Il edisi revisi tahun 2013, bagian bagian 7.
Pelaksanaan Sidang, huruf (b) tentang Berita Acara Sidang angka
8.
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2. Pasal 51 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.

Sebab
Tidak cermat Ketua Majelis dalam pembuatan Berita Acara Sidang

Akibat
Tidak tertibnya serta mnjadi tidak autentik Berita Acara Sidang

tersebut,

Rekomendasi :
Berita Acara Sidang (BAS) harus ditandatangani oleh Ketua Majelis

dan Panetra Pengganti, kedepan jangan terulang lagi.

. Kondisi

Persiapan persidangan secara elektronik belum sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

Kriteria

KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Tehnis
Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan
Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, halaman 62
angka 4 k KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk
Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata
Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik,
halaman 62 angka 4 IKMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tentang
Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata,
Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara
Elektronik, halaman 62 angka 4 m-nKMA Nomor
3IBI/KMA/SKIXIN/2022, tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan
Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha
Negara di Pengadilan secara Elektronik, halaman 62 angka 4 o-p

Sebab
Kurang kerjasama secara tim untuk merencanakan jadwal E-court.

Akibat
Timbul instrumen/blanko jadwal Persidangan E-court yang belum

ditandatangani.

Rekomendasi

Apabila isntrumen/blangko yang harus ditandangani ada, maka
tandatangi oleh semua (Ketua Majelis, Hakim Anggota, Para Pihak
dan Panitera-pengganti.
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D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

1.

Kondisi

Teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pengujian
perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan/ pemeriksaan fisik
belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi
Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja
Pengelola Pendapatan dan Belanja Negara beserta
Perubahannya

Sebab
bendahara penerimaan belum bersertifikasi

Akibat
Tidak tertibnya administrasi (mal administrasi) karena sdh ada

juklaknya.

Rekomendasi
Segera Usulkan Sertifikasi Bendahara melalui aplikasi SIMASPATEN

Kondisi
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan belum sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara,

2. Peraturan Pemerintan Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; (hanya
khusus PNS)

Sebab
ABK sudah dibuat tetapi masih menggunakan nomenklatur lama

Akibat
ABK sudah tidak relevan
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Rekomendasi
Agar segera menyusun ABK sesuai nomenklatur jabatan terbaru

. Kondisi

Pelaksanaan mutasi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola
Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan
Umum;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi
dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;

5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi
Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di Bawahnya.

Sebab
Tidak memaksimalkan Baperjakat secara berkala

Akibat
perputaran pegawai belum secara merata, baik promosi maupun

mutasi dan dapat menimbulkan kejenuhan kerja pada vyang
bersangkutan

Rekomendasi
pegawai yang mendekatiflebih dari lima tahun tetap diusulkan pada
rapat BAPERJAKAT untuk mutasi/promosi

. Kondisi

Kewenangan Dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Barang belum
sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Pasal 6 Ayat (2) Huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah.Pasal 6 Ayat (2) Huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 28
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Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milk Negara/
Daerah.Pasal 6 Ayat (2) Huruf (I) Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah.Pasal 6 Ayat (2) Huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014

Sebab
masih dalam proses

Akibat
masih terdapat barang yang rusak berat yan belum dihapuskan

Rekomendasi

segera membentuk tim penghapusan barang yang baru untuk
menginventaris dan mengajukan usul penghapusan barang milik
negara yang sudah rusak berat dalam penguasaannya kepada
pengelola barang

. Kondisi

Pembuatan konsep surat belum sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

Kriteria
Pasal 127 dan 130, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang

Pedoman Umum Tata Naskah DinasSK KMA  Nomor
131/KMA/SK/VII/2024Tata Kearsipan |ll.A.3.Kartu Kendali, huruf (a)
Buku | Mahkamah Agung RI Edisi 2007Tata Kearsipan Ill.A.3 Kartu
Kendali, huruf (b) Buku | Mahkamah Agung Rl Edisi 2007Tata
Kearsipan Ill.A.3 Kartu Kendali, huruf (¢) Buku | Mahkamah Agung Ri
Edisi 2007

Sebab
tidak memahahi pedoman tata naskah terbaru

Akibat
Surat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Rekomendasi
Adakan sosialiasi mengenai tata naskah dinas.
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1. Laporan Kinerja Triwulan Tahun 2024

Kondisi:
Laporan kinerja triwulan lll sudah dibuat tetapi masih ada realisasi dan
capaian yang masih kosong

Kriteria:

e Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam Pasal 18 dan 19

e Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah
o Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014
Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sebab:

Hanya mendownload langsung dari Esakip Komdanas

Akibat:

Tidak semua realisasi dan capaian dapat diketahui dan dimonitoring oleh
pimpinan

Rekomendasi:

Buat realisasi dan capaian yang belum terisi secara manual dan
ditandatangani oleh Panitera dan Ketua

2. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

1. Papan Visual Kepegawaian
Kondisi:
Papan visual kepegawaian sudah menggunakan tv media namun informasi
yang disajikan tidak update,
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Kriteria:

e Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
Rl Nomor 0017/DJ.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan meja
informasi di lingkungan Peradilan Agama.

e Adanya papan visual kepegawaian/media sebagai informasi bagi seluruh
pegawai di pengadilan Agama

Sebab:
Kurangnya perhatian dan kordinasi

Akibat:
Informasi yang disajikan tidak teruptodate

Rekomendasi:
Tampilkan data terbaru agar informasi yang disajikan uptodate serta
tambahkan data pegawai yang akan naik pangkat, pensiun, dan KGB

. Analisis kebutuhan diklat
Kondisi:
Analisis kebutuhan diklat tahun 2024 belum dibuat

Kriteria:
o Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2011

tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan
Pelatihan Teknis Manajemen Pegawai Negeri
o PMPZI Mahkamah Agung

Sebab:
Analisis Diklat dibuat akhir tahun

Akibatnya:
Sulit mengetahui pegawai yang belum diikutkan diklat yang sesuai dengan

kompetensi bidang tugas pokok dan fungsinya.
Rekomendasi:

Buat Analisis Diklat tahun 2024 dan untuk tahun berikutnya Analisis Diklat
dibuat di awal tahun.
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E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1.

Kondisi
Tampilan halaman depan website belum sesuai dengan ketentuan
yang bertaku

Kriteria
Surat Keputusan KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar

Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Sebab
Tautan Profil PTSP tidak terdapat pada website

Akibat
Tidak mengetahui Profil PTSP

Rekomendasi
Agar dalam website PA Jakarta Barat ditampilkan tautan video PTSP.

Kondisi
Atasan PPID belum menganggarkan pembiayaan layanan Informasi

Kriteria
Lampiran |. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 2-
144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan.

Sebab
Belum tersedianya anggaran khusus untuk Pembiayaan Layanan

Informasi

Akibat
Pembiayaan Layanan Informasi diambil dari anggaran perawatan PA

Rekomendasi
Selayaknya dapat diusulkan adanya anggaran khusus untuk layanan

informasi.

Kondisi

area parkir belum dibagi untuk pimpinan, pegawai dan pengunjung/
tamu

Kriteria

Lampiran [. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 2-
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144/KMA/SK/VINII2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di
Pengadilan.

Sebab
Area Parkir masih bercampur antara pegawai dan pengujung/tamu
pengadilan dikarenakan kurang luasnya lahan yang ada.

Akibat
Area Parkir kurang tertata rapi

Rekomendasi
Agar dapat dipisahkan area parkir pegawai dan pengunjung/tamu
pengadilan dengan menyesuaikan luas lahan yang ada.

. Kondisi

Di ruang tunggu belum disediakan minuman gratis untuk pengunjung

Kriteria
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
026/KMA/SK/1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Sebab
Minuman gratis sudah kosong/habis dan tidak segara disi kembali.

Akibat
Pengunjung/pengantar tidak mendapatkan minuman dengan mudah

dan cuma-cuma.

Rekomendasi
Diharapkan ketika minuman sudah terlihat kosong/habis, segera diisi

kembali secepatnya.

. Kondisi

belum dilakukan perawatan dan pemeliharaan pada sarana
prasarana yang terdapat pada ruang pelayanan publik

Kriteria
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
026/KMA/SK/1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Sebab
Didalam ruang musholla pengunjung pengadilan masih tampak kotor,
antara lain debu-debu yang menempel sepanjang tembok, kaca-kaca

yang nampak kotor.
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Akibat
Pengunjung merasakan ketidak nyamanan saat melakukan ibadah

sholat.

Rekomendasi
Agar dilakukan pembersihan di area luar dan dalam Mushola agar
bersih dan nyaman saat melaksanakan ibadah sholat.

. Kondisi
APAR kadaluarsa/ expired

Kriteria

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 4/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan
dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.

Sebab
APAR sudah melebihi waktu untuk diisi ulang

Akibat
Apar tidak berfungsi maksimal

Rekomendasi
Agar dilakukan pengisian ulang APAR sebelum waktu yang sudah

ditentukan

. Kondisi

Ruang sidang belum dalam keadaan sejuk, bersih, rapi dan wangi

Kriteria

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Pasal 230 ayat (3) Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007
jo Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 137/KMA/SK/X/2012 jo
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
351/KMA/SKIXII2022 tentang Memberlakukan Buku | tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang
Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan,
Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata
Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan
Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung
Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah

Agung Rl
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Sebab
Ruang Sidang tidak beraroma wangi

Akibat
Kenyamanan ruang sidang tidak terpenuhi scara baik

Rekomendasi
Agar di ruang sidang lebih diperhatikan alat dan/pewanginya.

. Kondisi

belum ada audio anti gratifikasi yang diperdengarkan di lingkungan
pengadilan setiap dua jam sekali

Kriteria
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Himbauan Pembuatan Audio

Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi.

Sebab
Sesuai SEMA 17 Tahun 2019 harus diperdengarkan setiap 2 jam

sekali

Akibat
Tidak konsisten dalam memperdengarkan audio himbauan anti

gratifikasi.
Rekomendasi

Agar mematuhi SEMA No. 17 Tahun 2019 Lampiran 2: audio anti
gratifikasi diperdengarkan setiap 2 jam sekali
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